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ABSTRACT

One key to effective and efficient governance is good budget management. The agency
relationship between the executive and the legislature in the preparation and determination of
the Regional Revenue and Expenditure Budget will provide a pattern for the smooth mechanism
of government administration in the region. The purpose of this study is to describe the pattern
of institutional relations and what are the basis for executive and legislative considerations in
the process of preparing and determining the 2017-2018 Surakarta City Budget. The research
method used is a qualitative research method. Research instruments with interviews and
documentary studies conducted on certain sources.

Based on the results found in the field research, it is explained that the planning process
in Surakarta City is not only a mere formality. The government as the executive and the
Surakarta City DPRD Budget Board as the legislature are not only interested in the budget
discussion stage, which is often considered to be a "wetland™. Budgeting phase is more about
the cost calculation. Between the legislature and the executive have a hrmonistic relationship
so that they collaborate to create a budget that is right on target and transparent. This can be
seen by obtaining a Fair Opinion without Exception (WTP) opinion by the City of Surakarta.
So that the accuracy of the target, timeliness of budgeting, and transparency of the budget has
a positive impact in every budget planned by the executive approved by the legislature.

Therefore, the problems that arise in executive institutions that usually carry out
opportunistic behavior over the superiority of their information and legislative bodies that
often use their power do not make them take advantage of this position against the Surakarta
City Regional Budget. This is because the executive and legislative relationship is not marked
by the superiority or dominance of one of the forces.
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I. Pendahuluan

Paradigma pembangunan Indonesia telah mengalami pergeseran seiring berjalannya
waktu. Perubahan paradigma terjadi karena tuntutan zaman dan permasalahan yang timbul.
Terjadinya permasalahan yang baru seringkali memaksa paradigma untuk melakukan
perubahan. Tanpa adanya paradigma baru, ketika krisis yang sama dan kemungkinan lebih
besar dari sebelumnya terjadi maka tidak dapat ditangani. Saat ini paradigma Indonesia telah
bergeser dari sentralisasi menjadi desentralisasi.

Desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan dari pusat kepada daerah.
Kewenangan tersebut memberikan kebebasan kepada daerah secara bersyarat untuk mengatur
daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang yang telah ditetapkan. Dilihat
dari segi pembangunan ekonomi memberikan kemudahan dalam pengelolaan sumber daya
alam (SDA) daerahnya bagi kepala daerah, dengan demikian SDA yang dimiliki dan dikelola
dengan maksimal membawa hasil yang menguntungkan karena dapat meningkatkan
pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat.

Pergeseran paradigma pembangunan dari sentralisasi ke desentralisasi juga
berpengaruh pada tata kelola pemerintahan. Pergeseran paradigma pada tata kelola
pemerintahan juga mendorong masyarakat dalam rangka perwujudan tata kelola pemerintahan
yang baik (good governance). Good governance adalah penyelenggaraan tata kelola
pemerintahan yang demokratis melibatkan partisipasi penuh rakyat dan diselenggarakan secara
bersih, baik, serta transparan.

Transparansi sendiri memiliki pengertian prinsip yang memberikan kemudahan bagi
setiap lapisan masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai penyelenggaraan
pemerintahan, baik informasi mengenai public policy, policy making maupun pelaksanaannya
serta berbagai capaian dari policy tersebut (Depdagri, 2002). Oleh karena itu menjadi sangat
penting untuk mewujudkan prinsip transparansi dalam pengelolaan anggaran di Kota Surakarta
sehingga tercapainya good governance.

Selain itu faktor eksternal lain yang melatarbelakangi desakan untuk melakukan
transparansi dalam anggaran adalah karena adanya kasus dugaan tindak pidana korupsi atas
APBD Kota Surakarta tahun 2003 oleh Lembaga legislatif Kota Surakarta yang menyebabkan
sulitnya akses dokumen APBD baik secara resmi maupun tidak resmi yaitu secara personal
sehingga pendekatan secara continue dinilai perlu untuk membangun pemahaman yang

disepakati bersama terkait pentingnya publikasi APBD (Herwanto, 2015).



Disamping faktor eksternal terdapat juga faktor internal yang melatarbelakangi desakan

bagi Pemerintah Kota Surakarta untuk transparan dalam mengelola anggaran yaitu berupa

keinginan Pemerintah Kota Surakarta untuk lebih efektif dan transparan dalam meningkatkan

pelayanan mereka kepada masyarakat.

Kota Surakarta sebagai salah satu kota dengan berbagai penghargaan (award) yang

diterima antara lain:

a.

Pada 8 Desember 2016 lalu, Wali Kota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo menerima
penghargaan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) (Isnanto, 2016);

. Pada 7 Desember 2016, Pemkot Surakarta memperoleh penghargaan Dana Rakca 2016 dari

Presiden Joko Widodo. Penghargaan diberikan karena Pemerintah Kota Surakarta dinilai
mampu mengelola keuangan dengan baik. Indikator dalam penghargaan tersebut
diantaranya karena Pemerintah Kota Surakarta tepat dalam pengesahan APBD, pemanfaatan
APBD yang optimal dan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau biasa disebut WTP
dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Isnanto, 2016);

Pada 6 Desember 2016, Solo terpilih sebagai kota terbaik dengan peringkat tertinggi dalam

aspek tata kelola pariwisata (Isnanto, 2016);

. Pada November 2016 menerima Dwija Praja Nugraha dari PGRI (Isnanto, 2016).

Pemkot memperoleh predikat Badan Publik Informatif karena dianggap telah
mengimplementasikan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik. Penilaian dilakukan oleh lima komisioner dari Komisi Informasi Provinsi
Jawa Tengah pada 2018 (Sholikah, 2018).

Pada 27 November 2018 Pemkot Surakarta menerima penghargaan dari Kemenpan-RB
dalam penyelengaraan layanan publik terbaik atas keberhasilan dalam layanan publik di
lingkungan DPMTSP dan Dispendukcapil Surakarta (Wardhani, 2018).

. Pada 10 Desember 2018 menerima penghargaan Kota Solo sebagai Kota dengan Predikat

Kepatuhan Tinggi diberikan oleh Ombudsman Jawa Tengah. Penghargaan diterima
langsung oleh Wali Kota Solo di Semarang (Sholikah, 2018).

. Pada 20 September 2018 menerima penghargaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

yang diserahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada Wakil Walikota
Surakarta Achmad Purnomo (Rusdiana, 2018).

Dengan berbagai penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Kota Surakarta

menunjukkan bahwa telah banyak pencapaian yang telah diwujudkan oleh Pemerintah Kota

Surakarta sebagai wujud perubahan tata kelola pemerintahan menjadi lebih transparan, baik,



profesional serta efektif. Terlebih tercatat sebanyak lima kali berturut-turut Pemerintah Kota

Surakarta dalam pengelolaan anggaran dengan memperoleh opini (WTP) dari BPK (Rusdiana,

2018). Wujud transparansi pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Surakarta juga dapat dilihat

dari (Nurhidayat, 2017):

a. Ketersediaan & Akses Informasi Berdasarkan Wilayah yang berbasis website dengan
mengedepankan keterbukaan akses informasi mulai dari informasi mengenai dokumen
perencanaan dan juga dokumen anggaran;

b. Berdasarkan perhitungan seluruh komponen pembentuk indeks transparansi, Kota Surakarta
merupakan daerah dengan indeks transparansi peringkat ketiga belas sebesar 0,75 versi
Local Budget Indek (LBI) FITRA,;

c. Keterlibatan Stakeholder dalam Forum SKPD;

d. Partisipasi Masyarakat dalam Evaluasi Pelaksanaan APBD;

e. Indeks Partisipasi Kota Surakarta menempati urutan kelima sebesar 0,69 berdasarkan
sumber Data primer, 2016, diolah Seknas FITRA,;

f. Ketepatan Waktu Penetapan Dokumen Anggaran Kota Surakarta tepat waktu dalam
Penetapan Perda APBD Perubahan 2015, Penetapan APBD 2016, Penyerahan LKPJ 2015.
Berdasarkan Sumber: Data primer, 2016, diolah Seknas FITRA;

g. Indeks Akuntabilitas berdasarkan perhitungan seluruh komponen pembentuk indeks
transparansi Kota Surakarta menduduki posisi ke sembilan sebesar 0,90 berdasarkan sumber
Data primer, 2016, diolah Seknas FITRA.

Adapun tujuan penelitian ini adalaah untuk mengetahui dan memahami lebih jauh
tentang bagaimana hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam transparansi
penyusunan hingga pertanggungjawaban APBD Kota Surakarta pada tahun 2017-2018.

Il. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif.
Penelitian ini dilakukan di Badan Anggaran DPRD Kota Surakarta, Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Surakarta, dan Badan Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta dengan narasumber
sebanyak 5 orang meliputi Ketua Komisi Il dan Anggota Badan Anggaran DPRD Kota
Surakarta, Dosen FEB Universitas Sebelas Maret, Kabid Anggaran BPPKAD Kota Surakarta,
Kabid Penyusunan Program dan Pelaporan Bappeda Kota Surakarta, dan Ketua TAPD Kota
Surakarta. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan studi

pustaka.



I11. Analisis Implementasi

Dalam pembahasan ini peneliti menggunakan teori keagenan yang dikemukakan oleh
Halim S.A. yang menyatakan bahwa pihak satu yang dinamakan prinsipal melakukan kontrak
dengan salah satu pihak lain yang dinamakan agen, kontrak tersebut dapat dilakukan secara
implisit maupun eksplisit yang memungkin agar agen melakukan tindakan sesuai dengan apa
yang diharapkan oleh prinsipal atau dapat juga dimaknai sebagai pendelegasian wewenang.

Sehingga berdasarkan analisis hubungan kelembagaan antara eksekutif dan legislatif
dalam penyusunan dan penetapan APBD Kota Surakarta Tahun 2017-2018 dapat berjalan
secara efektif dan efisien serta sesuai tujuan karena adanya beberapa mekanisme untuk
menganalisisnya.
a. Proses Penyusunan dan Penetapan APBD Kota Surakarta Tahun 2017-2018

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31
Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017-2018. Dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2017-2018, pemerintah
daerah dan DPRD harus memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah dijelaskan pada
pedoman penyusunan APBD. Seperti yang telah dijabarkan pada bahasan teknis penyusunan
APBD, kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan peraturan daerah
tentang APBD Tahun Anggaran 2017-2018 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya
Tahun Anggaran di tahun berikutnya. DPRD dan kepala daerah yang tidak menyetujui bersama
rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017-2018 sebelum dimulainya
Tahun Anggaran selanjutnya, dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak
keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.
Dalam hal ini eksekutif yaitu tim TAPD dan badan anggaran yang merupakan legislatif
mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka
penyusunan APBD sehigga hubungan keagenan yang terjadi disini adalah hubungan keagenan
yang saling berkolborasi untuk menciptakan APBD yang tepat sasaran (Ahyani, 2019).
b. Pola Hubungan Kelembagaan antara Eksekutif

Dari hubungan keagenan tersebut maka dapat dianalisis susunan kontraktual di antara
dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Pihak yang berperan sebagai prinsipal yaitu
legislatif, yang membuat suatu kontrak baik secara implisit maupun eksplisit dengan pihak lain
sebagai agen. Agen tersebut yaitu eksekutif, dengan harapan bahwa eksekutif akan bertindak
atau melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan legislatif termasuk dalam penyusunan
anggaran (McCubbins, 2000).



Berbeda dengan era orde baru, pada era reformasi terdapat kekuasaan anggaran yang
luar biasa atas legislatif sebagai akibat terbukanya pintu demokratis dan kebebasan. Berlakunya
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah memisahkan
dengan tegas antara fungsi pemerintah daerah (eksekutif) dengan fungsi perwakilan rakyat
(legislatif).

Kemudian Undang-Undang tersebut diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Undang-Undang tersebut terjadi perubahan
posisi “luasnya kekuasaan” atau kesejajaran antara legislatif sebagai prinsipal terhadap
eksekutif sebagai agen. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, disebutkan bahwa kepala daerah mempunyai tugas untuk menyusun dan mengajukan
rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama serta menetapkan Perda
yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD. Sehingga hubungan yang terjadi antara
legislatif dan eksekutif harus harmonis baik suka maupun tidak suka. Seperti yang sudah
dijelaskan dalam UU No. 32 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pemerintah daerah. Karena
jika terjadi keterlambatan pembahasan APBD maka salah satu lembaga akan dirugikan
(Setiyowarman).

Proses penyusunan APBD diawali dari rencana program atau kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pemilihan program dalam bentuk kegiatan direncanakan
dengan inisiatif terbesar ada pada pihak eksekutif pada saat pembahasan RKPD. Eksekutif
mengalokasikan anggaran untuk setiap program, dan prioritas anggaran. Rangkuman usulan
kegiatan dan anggarannya ini kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas terlebih
dahulu sebelum disahkan menjadi APBD. Walaupun inisiatif terbesar ada pada eksekutif, tetapi
DPRD juga memberikan usulan-usulan program atau kegiatan. Di Kota Surakarta sendiri
perencanaan tidak hanya dilakukan untuk formalitas saja tetapi melibatkan forum musrenbang
yang dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat termasuk juga berbagai kepentingan
politik yang ada.

Dimana dalam pelaksanaan musrenbang harus memenuhi tiga prisip, yaitu Prisip
Partisipatif, Prinsip Kesinambungan, dan Prinsip Keseluruhan. Prinsip partisipatif
menunjukkan bahwa rakyat atau masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan
harus turut serta dalam prosesnya. Prinsip kesinambungan menunjukkan bahwa perencanaan
tidak hanya terdiri dari pada suatu tahap, tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya

kemajuan berkelanjutan dalam kesejahteraan dan jangan sampai terjadi kemunduran.



Kemudian Prinsip Keseluruhan menunjukkan bahwa masalah dalam perencanaan
pelasanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi atau unsur tetapi harus dilihat dari
berbagai aspek dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. Dalam konsep tersebut unsur
yang dikehendaki selain harus mencakup hal-hal di atas juga mengandung unsur yang dapat
berkembang secara terbuka dan demokratis. Kota Surakarta sudah mencapai seluruh indikator
tersebut sehingga dapat dikatakan musrenbang sudah berjalan efektif.

Capaian program di Kota Surakarta merupakan kolaborasi antara bottom up dan to
down. Sehingga tidak ada kepentingan masyarakat yang tidak terserap dalam musrenbang Kota
Surakarta hal ini dapat terlihat dari total usulan musrenbangcam dalam APBD tahun anggaran
2018 perbidang banyak yang terakomodir. Sehingga dalam penilaian faktor capaian program
dapat dikatakan tidak lagi di dominasi oleh top down tetapi juga bottom up.

Selain itu permasalahan yang sering muncul di legislatif adalah adanya perilaku
opportunistik dari legislatif atau DPRD. Karena penganggaran merupakan sebuah proses
legislatif, apapun yang dibuat eksekutif dalam proses anggaran pada akhirnya bergantung pada
legislatif karena legislatif mempunyai kekuasaan untuk mengesahkan atau menolak usulan
anggaran yang diajukan eksekutif dengan berbagai macam pertimbangan. Tetapi hal ini tidak
terjadi di Kota Surakarta seperti yang dijelaskan dalam sesi wawancara dengan anggota badan
anggaran DPRD Kota Surakarta bahwa tugas legislatif pada akhirnya melakukan kontrol
terhadap perencanaan yang dibuat oleh eksekutif apakah sesuai atau tidak dengan apa yang
telah disetujui oleh DPRD (Anggota Badan Anggaran).

Masalah keagenan di legislatif Kota Surakarta sempat terjadi pada masa kepemimpinan
Walikota Slamet Suryanto, dimana Koalisi LSM yang tergabung dalam Forum Peduli
Anggaran Kota Solo (FPAKS) mendesak DPRD menggunakan kewenangannya untuk
melakukan proses politik dengan menggunakan hak angket untuk memanggil walikota.
Dengan mendatangi DPRD Solo, Senin (20/12), FPAKS mengungkapkan, sebelum kasus ini
ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Solo, sebenarnya DPRD telah didesak membentuk Pansus
untuk menyelidiki kasus tersebut. Namun saat itu DPRD menyatakan tiga proyek yang didanai
ABT itu tak ada masalah dan semua telah sesuai dengan prosedur."Kalau sekarang proyek ABT
itu ternyata diduga menyimpang dan Walikota Slamet Suryanto dan Kabag Keuangan Anung
Indro Susanto telah ditetapkan sebagai tersangka, lalu bagaimana dengan pernyataan Komisi
D DPRD Solo waktu itu yang menyebut semua telah sesuai prosedur,” ungkap Edi Satria,
Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Joyontakan. Koordinator
FPAKS, Alif Basuki, juga menyayangkan pernyataan-pernyataan dewan soal ABT, yang



menyebut proyek ABT telah sesuai prosedur. Pernyataan tersebut, sedikit banyak
mempengaruhi opini publik, dan lebih jauh menghambat proses penyelesaian hukum di
kejaksaan. Bahkan disebutkan, pernyataan itu sebagai upaya menghalangi proses hukum.
"Oleh karena itu, setelah walikota dinyatakan sebagai tersangka, DPRD sebagai institusi yang
berkewajiban melakukan kontrol terhadap pemerintah, seharusnya memanggil walikota.
DPRD harus mengimbangi proses hukum yang berjalan di kejaksaan itu dengan proses politik,"
tandasnya.Namun atas tudingan ini Ketua DPRD Solo, Faried Badres, menyangkal keras,
sebab selama ini DPRD Solo merasa tidak pernah menghambat ataupun menghalang-halangi
proses hukum atas kasus ABT itu (tempo.co, 2004).

Dalam kasus diatas jelas terlihat dimana terdapat masalah keagenan di legislatif yang
saling melindungi untuk sama-sama mendapatkan keuntungan dari adanya anggaran yang
diselewengkan tersebut. Hal ini dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk perilaku
oportunustik yang merugikan.

Tetapi perilaku seperti itu sudah mulai dirombak dengan adanya transparansi anggaran
mulai masa kepemimpinan Walikota Surakarta ketika dipegang oleh Joko Widodo dimana
masyarakat dilibatkan langsung dalam forum musrenbang untuk tau sejauh mana dana tersebut
digunakan oleh wakil rakyat mereka agar aspirasi rakyat dapat diwujudkan. Sehingga tidak ada
lagi titipan-titipan proyek dari DPRD atau eksekutif. Dengan cara seperti ini proses anggaran
makin transparan karena masing-masing pihak baik eksekutif maupun legislatif akan semakin
hati-hati.

Selain teori keagenan, teori pilihan rasional juga digunakan dalam penelitian ini untuk
mendeskripsikan apa yang menjadi pertimbangan eksekutif dan legislatif pada penyusunan
APBD Kota Surakarta Tahun 2017-2018. Konsep pilihan rasional memusatkan perhatiannya
pada aktor dan sumber daya. Aktor merupakan orang-orang yang berada di TAPD dan
Banggar. Aktor dipandang sebagai manusia yang dipandu oleh seperangkat akal serta
mempunyai tujuan atau mempunyai maksud. Artinya aktor mempunyai tujuan dan tindakannya
tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan sumber daya yang dimaksud
adalah APBD, merupakan sesuatu yang menarik perhatian dan yang dapat dikontrol oleh aktor.
Selain dari aktor dan sumber daya, yang juga berpengaruh kuat terhadap tindakan aktor dalam
mengelola sumber daya adalah regulasi. Dengan berdasar pada regulasi maka proses akan aman

pada setiap tahapannya.



IV. Kesimpulan dan Saran
A. Kesimpulan
Kesimpulan dari hasil penelitian mengenai hubungan kelembagaan antara eksekutif

dan legislatif dalam proses penyusunan dan penetapan APBD Kota Surakarta Tahun 2017-

2018 adalah sebagai berikut:

1. Proses penyusunan APBD diawali dari rencana program atau kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Realitas yang ditemukan di lapangan menjelaskan
bahwa dalam proses perencanaan di Kota Surakarta tidak hanya formalitas belaka, karena
forum Musrenbang yang bisa mengakomodasi kepentingan masyarakat pada kenyataanya
selalu terlaksa dengan baik dan mendapat perhatian mendapatkan perhatian baik dari pihak
eksekutif maupun dari pihak legislatif di Kota Surakarta. Pihak pemerintah daerah tidak
hanya tertarik pada tahap penganggaran yang berhubungan dengan besarannya nilai mata
uang untuk program-program tetapi juga mereka bersinergi dengan eksekutif untuk selalu
membahas bersama dan mementingkan kepentingan rakyat dari awal perencanaan hingga
penetapan APBD itu sendiri. Perhitungan biaya pada proses penganggaran tidak dijadikan
bahan rebutan “lahan basah” bersama antara pemerintah selaku eksekutif dan DPRD selaku
legislatif. Apabila biaya program yang minta ditambah dari OPD tertentu maka legislatif
tidak menambah jumlah besaran dalam APBD tetapi mereka meminta OPD untuk melihat
prioritas program mana yang akan didahulukan dan memungkinkan untuk dikurangi
sehingga sisanya dapat dialokasi untuk biaya program yang membutuhkan biaya lebih.
Sehingga rencana program kegiatan yang telah dibuat sebelumnya tidak perlu dibahas ulang
pada tahap penganggaran karena adanya berbagai kepentingan-kepentingan tertentu yang
mendasari.

2. Tidak ada dominasi kekuaasaan yang cenderung dipegang oleh legislatif sebagai pihak
penentu disetujui atau tidaknya APBD tahun anggaran yang bersangkutan sehingga tidak
ada tindakan yang mencerminkan sebuah perilaku oportunistik. Sebagai pihak prinsipal bagi
pemerintah daerah, DPRD di Kota Surakarta tidak menggunakan kekuasaanya untuk
membuat kebijakan yang seolah-olah merupakan kesepakatan diantara kedua belah pihak,
tetapi sebenarnya menguntungkan DPRD dalam jangka panjang, baikk secara individual
maupun institusional. Hubungan yang terjadi antara legislatif dan eksekutif dalam
mewujudkan transparansi anggaran di Kota Surakarta merupakan hubungan yang saling
bersinergi dan transparan semata-mata untuk tercapainya pembangunan di Kota Surakarta

yang baik. Dimana hal ini dapat dilihat dengan diperolehnya opini WTP (Wajar Tanpa



Pengecualian) yang diterima oleh Kota Surakarta, karena dalam tahapan penyusunan hingga
penetapan APBD selalutepat waktu sehingga Kota Surakarta selalu mendapatkan dana
insentif dari pemerintah pusat.

3. Pertimbangan eksekutif dan legislatif terhadap penyusunan APBD jika dilihat dari
perspektif pilihan rasional, memusatkan perhatiannya pada aktor dan sumber daya. Aktor
merupakan orang-orang yang berada di TAPD dan Banggar yang dipandang sebagai
manusia yang dipandu oleh seperangkat akal serta mempunyai tujuan atau mempunyai
maksud, sedangkan sumber daya merupakan APBD yang dapat dikontrol ole aktor Selain
dari aktor dan sumber daya, yang juga berpengaruh kuat terhadap tindakan aktor dalam
mengelola sumber daya adalah regulasi. Dengan berdasar pada regulasi sebagai pedoman,
maka proses akan aman pada setiap tahapannya. Kemudian yang juga menjadi dasar
pertimbangan merupakan prioritas-prioritas dan kebutuhan masyarakat dengan berdasar
pada PPAS. Namum jika dilihat keterkaitan hubungan antara dokumen PPAS dengan
APBD, maka terdapat pula aspek-aspek lain yang mempengaruhi selain dari prioritas itu
sendiri. Seperti perilaku oportunistik eksekutif dalam perumusan program dan perilaku
legislatif yang tidak sepenuhnya berpihak kepada konstituen. Tetapi di Kota Surakarta
sendiri perilaku oportunistik di kedua lembaga tersebut tidak ditemukan.

4. Hubungan antara legislatif dan eksekutif dituntut harus selalu harmonis. Karena relasi yang
baik dari kedua lembaga akan mengurangi resiko tarik ulur anggaran. Pelibatan pihak lain
seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan,
Inspektorat, Kejaksaan, dan lainnya dalam pembahasan juga dinilai mempengaruhi
hubungan dari eksekutif dan legislatif dalam menetapkan anggaran.

B. Saran

1. Pemerintah Kota Surakarta dan DPRD sudah baik dalam menjalankan hubungan keagenan
dimana terlihat dari hubungan yang harmonis antara kedua pihak sehingga penyusunan
dan penetapan APBD Kota Surakarta selalu tepat waktu dan selalu mendapatkan predikat
WTP.

2. Untuk terus menjaga dan meningkatkan keoptimalan di dalam penyusunan anggaran,
keunggulan ini dapat dijadikan percontohan bagi daerah lain terlebih Pemerintah Kota
Surakarta telah melaksanakan proses penganggaran dengan mengandalkan sistem IT agar
memudahkan monitoring dan evaluasi, termasuk untuk mencegah munculnya anggaran

siluman. Proses penganggaran sudah terpadu melalui sistem e-musrenbang, e-planning

10



dan e-budgeting sehingga dapat menelusuri setiap perubahan dan proses penyusunan
anggaran. Sistem tersebut dibuka ke publik sebagai bentuk pengawasan anggaran.
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